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BUPATIREJANGLEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURANBUPATI REJANGLEBONG 
NOMOR '(C TAHUN 2019 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BJROKRASJ 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019-2021 

Menimbang 

Mengingat 

w h 

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

babwa untuk mela.ksana.kan Peraturan Presiden Nomor 81 
Tabun 2010 tentang Gmnd Design Refonnasi Birokrasi 2010-
2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Rejang Lebong Tabun 2019-2021. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pernbentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republli( Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten.tang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubab beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Pe.raturan Pemetintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nornor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propins.1 Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1968 Nomor 
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2854); 



Menetapkan 

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 20 l 0-2025; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi lnstansi 
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahu.a 2015 tentang Road 
Map Refonnasi Birokrasi 2015-2019 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang Pembentukan Produk Huku.m Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.57); 

10. Pcraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahu.n 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMAS! 
BIROKRASJ PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
TAHUN 2019-202 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalarn Peraturan Bupat.i ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalab Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakila:n RakYat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugAs pernh:,ntu.in ch-ngan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia: sebagaimana 
dima:ksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 . 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusru1 pemerintahan 
yang menJadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeral, Kabupaten Rejang Lebong. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya clisingkat SKPD adalah 

SK.PO Ka bu paten Rejang Lebong. 
7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan 

yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah 
Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019-2021. 
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BAB [I 
MAKSUD DAN 1'UJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini climaksudkan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

PeratuTan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, 
terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. 

BAB nt 
ROAD MAP REFORMASI B!ROKRASI 

Pasal 4 

(l) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
a . Bab I Pendahuluan 
b. Bab II Agenda Reformasi Birokrasi Birokrasi Pemerintab 

Kabupaten 
c. Bab lll Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
d. Bab rv Penutup 

(2) Road Map Refonnasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam La.mpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini . 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang roengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempat:annya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

_··.[~ -
11--- I 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 1. ~ber 20 l 9 

H. 

SDAERAH 
ANGLEBONG, 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal J Pottt1t1be,.. 2019 

BUPATI REJANG LEBONG, 

r 
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l.J\MPIRAN : KEPUTUS/\N BUPATI REJANO LEBONG 
NOMOR 1/0 T/\HUN 2019 
T/\NGGAL 1 AJOl{~mbttr 2019 

ROAD MAP REFORlllASI BlROKRASl 
PEMERINTAH KABUPATEN REJAl'fG LEBONG TAHUN 2019-2021 

1.1 Latar Belakang 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Rcformasi Birokrasi pada dasamya aclalah upaya untuk metakukan 
perbaikan l<lnerja birokrasi, clengan mcningkalkar1 kualitas regulasi, 
mcningkalkan clisiensi, cfektivilas dan akunta.bllitas selurub aspek 
prnvcl.cnggaraan peme.rintahnn dan menJngkalkau kualitas pelayanau kcpada 
masyarakat, yang pada akhirnya aJ{an mcningkalkan kepercayaan masyarakal 
kcpada Pemerinlah. Penge11fan ini lampaknya sangal mudal1 untu.k djpabami, 
te1api diclalamnya me.ngandung kompleksitas proses pcrubahan yang rumit. 
Perubahan tidak hanya sekcdar pcntbahan lerhadap struktur orgaoisasi, tetapl 
juga menyangkut berbagai proses penyclcnggaraan pcmcrintaha.o di dacrah, 
hannonisasi dt~n streamlining hcrlmgai rcgufosi, perubahan mendorong pada 
sistc111 SOM yang mampu mendorong kincrja organisasi, dan perubahan pada 
sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan 
pemerintahan yang bcrsih dan IJcbas KK.N. Langkah-la.ngkail pentbahan tcrscbut 
clibarapkan dapat membawa dampak positif ICrhadap upaya peningkatan 
kuatitas pclayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kcija aparatur. 

Kcseluruhan aspc k dimaksud tidak dapaL bcrdirl sendir.i, tetapi saling 
terkail s.~tu sama Jain, pe.rnbahan di sal u aspek Akan membcrikan pcngaruh 
pada aspek lain . Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang 
panjang, biaya yang tidak sedikil, serta konsistensi, kesaba.ran, pantang 
menyerah dan pcugorbaoa.o l1esar para pclakunya. Oengan demikian, make 
pcndckacan reformasi birokrasi yang dilaku.kan harus mcrnpa.kan pendekata.n 
yang sistl·maUs, tcrstruklltr, bcr1.~hap, clan seliap tahapan harus menghasil.kan 
output dan outcome yang memberi.kan dampak penguatan pen1bahan pad.a 
1ahapan sclanjutnya. 

Terkait clengan ha! tersebut, maka dalam ranRka mewujudkan 
u:rlaksa.nanya rcformasi birokrnsi, Pemcrinlah KalJupateo Rejang Lebong 
menyusun road map rci'onnasi birokrasl yang diharapkan dapat mendukung 
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pcmbangunau Pcmerintab Kabupatcn 
Reja.ng Lebong. 

1.2 Kondlsi Saat Ini 
Pcmcrintah Kabupatcn Rejang l,ebong melaksanakan program reformasi 

birokrnsi pada pcrioclc 2019-2021. 1>rogram reformasi birokrasi diharapka n 
memberikan manfaat serta ctrunpak yang cukup signitikan terhadap peningk111an 
kinerja unit-unil kcrjA di llngkungan Peme.rintah Ka bupaten Rejang Lebong, 
yang pacla akhlmya mcmbcrikan .kon Lribusi positif terhadap pen.in.gka tan kinerja 
organlsasi secarn keseluruhan dalam mcmberika)1 dukungan tckois a di'llin.isli-.1si 
serta analisis kepada UupaU dan Wakil Bupati da.lam pcnyelenggaraan 
pemerJnlahan. 
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Kondfai birokrasi I'emcrintah Kabupaten Rcjang Lehong saai ioiantara lain: 
L Penataan organisasi Pemeriutah Kabupaten Rejang Lebong telah mcngurangi 

tumpang Lindlh fungsi, sehingga lerjacti peningkatan cfisi.ensi da.n efektjvitas 
kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong; 

2. Pcmerintah Kabupatcn Rejang LebOng l.clah memiliki beberapa standar 
pelayanao, sehingga pelaksanaan tugas bidang pelayanan dapat 
dilaksanakan secara efektif, efisien dan tentkur schingga masyaxa.kat 
mendapatkan kcpastian pel.a,yanan: 

3. Manajemen SOM di lingkungan Pcmerintab Kabupaten Hejang Lebong mulai 
dilakukan sccara obyektif, adil, 1:ransparan dan akuntabel; 

4. Upaya peningkatan disiplin dan kinerja pegawaj telah dllakukan; dan 
5. Pemanfatan teknologi inforni,asi dan komunikasi telah dilakukan dalam 

menunjang terlaksananya (business prosess), sehingge proses birokrasi 
menjadi lebih efisicn, efektif dan 1.ransparan serta membcrl kemudaban b.igi 
pcmaogku kcpentingan untuk mcndapatkan dan mengakses informasi. 

Na.mun demikian masih tcrdnpal beberapa ha1 yang masih perlu untuk 
terus ditingkalkan. kondisi yang masih perlu clitingkatkan tersebut dapat dilihat 
pada uraian sebagai berikut : 
l. Manajemen Perubahan 

Bcberapa peunasalahan yang dlhadapi Pemerintah Kabupaten Rcjaog 
Le bong terkait pola pikir (mind set) clan budayR kerja (cullUre set) antara lain: 
a. Tim Reformasi Birokrasi belum secara keseluruhan memahami tugas dan 

fungsinya. 
b. Road Map Rclonnasi Birolcrasi baru tersusun pada t.ahun 2019 dan 

mcmbuluh.kan sosialisai dan internalisasi Roo.d Map. 
c. Pemantauan dao evaluasi R<:l"ormasi Birokrasi belum scpenuhnya berjalan 

dengan ba.ik. 
d. Masih perlu pcningkatan perubahan pola pikir den budaya kinerja. 

2. Penat.aan Perati.iran Perundang-undangan 
Pcrmasalahan yang ada di bidang ~rundang-undangan pads 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong antara lain: 
a. Perlu pcningkalaJl pcnataan dokumentasi identifikasi, analisis dan 

pemetaan lerhadap selurub peraturan perundang-undangan yang tidak 
harmonis/sinkron, yang akan dircvisi/dihapus. 

b. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang 
mensyaratkan adanya Rapa! Koordinasi, Naskah Akademis/kajian policy 
paper, dan para! birokrasi terkadang masih memerlukan waktu yang Jama. 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 
Mekanisme kcrja/koonlinasi antar unit organisasi belum bcrjal.an secara 

optimal. Sclain itu dokumentasi, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas 
permas.c'llahnn/kendala daJam t'angka mcn.ingkatkan koordi.nasi antar unit 
belum scpcnuhnya memadai. 

Permasalaban pada penataan dan pcnguata,n organ.isasi antara lain: 
a. lwaluasi baru di1akukan pada sebagian unit kerja untuk : 

untuk menilru kctepat.an fungsi ctan ketepal.80 ukuran organisasi. 
- cvaluasi yang mcngu kur jeojang organisasi. 
- evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi. 

evaluasi yang mcmganalisis saluan organisasi yang bcrbecta tujuan 
namun d:!Lempalkan ctalam satu kclompok. 
evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang mclapor 
kepada lebih da.ri scora.ng at,a.san. 
menga.nalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinctja yang akan 
dihasilkan. 

- evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan ma.ndaL 

n ed wt 
15 n 

2 



b. Penataan organisasi 
- ban1 sebagian besar basil cvaluasi telah ditindaklanjuti dengan 

meng~juka.n perubahan organisasi. 
4. Pcnataan 'l'ata laksana 

a. Unil organisasi belum meroiliki peta proses bisnis yang sesual dengan 
Lugas dan f1.mgsi. 

b. Peta proses bisnis beJum dijabarkan dalam SOP. 
c. Sebagian besar unit organisasi bcJum mcnerapkao Prosedur Operasional 

Tetap (SOP). 
d. Bclum ada evaluasi t.erbadap efisiensi dan efcktifitas pcta proses bisnis dan 

prosedur opcrasiomJI. 
e. Sebagian bcsar unit organisasi belwn memiliki peta proses bisn.is yang 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 
f. Bclum ada pengembangan dan impl<>.mentRsi e-govemment 
g. Bcltun dilakukan monitoring dan evaluasi pclaksanaan kebijakan 

keterbukaan info1masi publik. 
5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

a. Belum dilakukan perhitunga.n rormasi jabatan yang menunjang kinerja 
utama instansi yang telah diltitung dan difonnalkan . 

b. Baru sebagian kecil disusun rencana pengl'.mbangan kompctcnsi dengan 
didukung anggaran yang mencukupi. 

c. Baru sebagian kecil dilakuka.n pengembangan pcgawai berbasis kompetensi 
sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kornpetensL 

d. Promosi terbuka jabalan plmpinan tinggi masih terbatas pada posisi 
jabatan pimpinan linggi pratama. 

e. barn Lerhadap sebagjan kecil pegawai diterapkan Hasil penilaian kine1ja 
individu yang dijadikan dasar untuk pengcmbangan karir individu baru 
terhadap scbagian ker,il pegawai. 

f. Belum ada moncv atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode 
perilaku lnstansi. 

g. Belum ada pcmbcrian sanksi dan imbalan (reward} kepada unit organisasi. 
h. Belum ada dokumen tenlang penyusunan fo'aktor Jahatan. 
i. Scluruh organisasi helum menet.apkan petajabatan. 
J. Seluruh unit organisasi belum menelapkan kelas jabatan. 
k . Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan. 
I. Selurub unit organisast belum mr.mutakhlrkan sistem informasi 

kepegawaian. 
m.Sistem i.nfonnasi kepegawaian l>elum cligu.nakan sebagaJ pendukung 

pengarnbilan kebijakan manajemen SOM 
6. Penguatan Akuntabilitas 

a. Belum seluruh uniL organisasi _yang bempaya menu1gkal.kan kapasitas 
SOM yang menangani akunlabili1.as kinerja. 

b. Belum acla Sis1cm Pengukuran Kincrja berbasis elckLronik. 
c. SisLem peugukuran kincrja belum dapat diakscs oteh unit organisasi 

7 . Penguatan Pengawasan 
a. Publik campaign. tentang kebijakan J}C'nanganan gratifikasi belum ctilakukau 

seca ra berkala. 
b. Belum dilakukan evaluasi atas kcbijakan penanganan gratifik.asi. 
c. Belitm ada tindak lanjul llasil evaluasi lerhadap penanganan grati.fikasi 
d . Telab terdapat kebijakan tcntang Whistle Blowing Syi,tern t.api belum 

disosialisasikan den belum diimple1nentasikan ke seluruh orgarusasL 
e . Tela.h dilakukan pencanangan zona inlcgritas aamu.o belum ditetapkan 

unit yang akan dikern bangkan rncnjadi zona intcgritas. 
r. Belum ada unit kerjayang dilctapkan sebagai "menuju WBJ</WBBM". 
g. Scbagian rekomendasi APW yang rocmcrlukan komitmen pimpinan telah 

ditindaklanjmi, namun sclumh rungsi pengawasan internal belurn berfokus 
pada client dan audit berba sis resiko. 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
a. Baru scbagian bcsar sosialisasi/pelaUhan dalam upaya pcncrapan Buda.ya 

Pelayanan Prima 
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b. lnformasi pelayanan baru dapat diakses melalui bcberapa media, seperti 
website, racebook da11 papan pcngumuman, 

c. Belum terdapal sistem san.ksi/reward bagi pelaksana layanan serta 
pembcrian kompcnsasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai. 

d. Belum l:erdapal bukti inovasi pelayanan yang diciplakan dan bermanfaat 
bagi penerima la.ya.nan. 

c. Pengelolaan pengaduan baru dila.kukan pada unil pelayanan dan bclum 
dilakukan secara maksimal di seluruh OPD. 

r. Pengelolaan -penilaian kepuasao Lerhadap pelayanan ba.ru dilakukan pada 
unit pelayanan dan belum dilakukan secan maksimal di seluruh OPD. 

g. Bclum memiliki rencana penerapan tcknologi infonnasi dalam pember:ian 
pelayanan. 

1.3 Kondisi Yang Dlharapkan 
Mempcrhatikru, permasalahan-permasalahan biJ'Okrasi yang roasih 

dihadapi oleh Pemcrintah Kabupaten Rejang Lebong, maka pada rentang lahun 
2019-2021 refonnasi birokrasi Pemerintah l<abupaten Rejang Lebong diharapkan 
sudah dapat mencapai pengualall dalam beberapa hal berikut: 
I. Pimpu,an dan pegawai Pemerintah Kabupaten Rejang Lcbong memiliki 

komitmen yang kuat terhadap pclaksanaan rcformasi birokrasi yang dicapai 
melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja aparalur, sehingga 
menurunkan resiko kcgagalan yang dl'lCbabkan kemungkinan timbulnya 
resiste.nsi lerhadap perubaban. 

2. Menurunnya tumpang tinclih t.ugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas 
OPD daJam melaksanakan tugas dan fungsi. 

3. Meningkatnya efcktivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi scluru.h 
unit kcrja di Lingkungan Pcmerintab Kabupalen Rejang Lcbong melalui 
penerapan sistem, prosedur, dan mekanismc kerja, sert.a stander pelayanan 
yang jelsts, lertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, dcngao 
didukung optimalisasi pemanfaatru, teknologi infonnasi dao komunikasi 
yang memadai, sehingga pela.ksanaan tugas dan fungsi dapa1 diselesaikao 
dalam waktu yang lcbih cepat, terukur dan traosparan, serta tidak 
mcmberikan peluang unluk terjadinya praktek korupsi, kolusi dan 
nepotisme O<KN). 

4. Terbentuknya profosionalisme dan disiplin SDM aparatur melalui 
peningkat.an ketaatan, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, dan 
cfisiensi dalam pengelolaan SOM Aparalur. 

5. Meningkatnya kepaluhan dan efektivitas lerhadap pengelolaan keuangan 
daera.h, sehingga dapet memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 
dari Baden Pemeriksa Keuangan dan dapat mcmpertahankanya. 

6. Tidak adanya penynlabgunaan wcwenang. 
7. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Pemerinlah Kabupaten Rejang 

Lcbong dan 
8. Terbentuknya unit pelayanan informasi publik yang menghasil.kan 

pelayanan publik yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, 
ketepatan waktu peJayanan dan kejelasan prosedur. 
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BAB II 
AGENDA REFORMASl BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN 

2 .1 Tujuan dan Sasaran Re formasl Birolaasi 
Road Map reformasi birokrasi bcrtujuan untuk memhcrikan arab 

pelaksanaan rcfonnasi birokrasi di lingkungan Pemer~tah Kahupatc~ Rejan~ 
Lebong agar berbasis kinerja yang tcrukur, kons1slcn dan tenmegras1, 
melembaga dan l>erkelanjutan. Sedangkao sasarannya adalab : 
a. Birokrasiyang bersiJ'l dan akuntabc l; 
b. Birokrasi yang efektif dan efisien; 
c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. 

2 .2 Ruang Lingkup Refonnasi Blrokrasi 
Ruang lingkup Road Map Reforn1asi 13iro.krasi Pemerintah Kabupateo 

Rcjang Lebong Tabuo 2019-2021 mencakup 8 area perubaban yang lerlihat 
pad a table 1. l. 

Tabel 2.1 
Area Reformasi Birokrasi dan HasiJ yang Dibarapkao 

No Area 
I. Manajemen Pcruhahan 

2. Penataan dan Penguatan 
Organisasi 

3. Pcnataan PeraLuran 
PcrundanP•Undan_gan 

'1. Penataan Sumber Daya 
Manusia 

5. Pena laau 1'ata Laksana 

6. Penguatan Pengawasan 

7. Penguatan Ak1mtabilitas 
Kcria 

8. Peningkatan Kualii.as 
Pelavanon Publik 

Sca"l ed w th 
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Hasil Yan" Dibaraokao 
Mcngubab sislcm, pola pikir dan budaya kerja 
menjadi lebib bail<, yang scsuai dengao tujuan 
dan sasaran refonnasi birokrasi. 
Meningkalkan cfisiensi da.n efektivitas 
organisasi sccara proporsional sesuai dengan 
kebutuhan, sebingga organisasi menjadi tepat 
run,,.si dan te~t ukuran. 
Meningkatkan efcktifitas pengelolaan 
=•undano-u nda nl!an 
Mcnfagkatkan professional SOM aparatur yang 
didukung olch sistcm rekrttiLmen dan proroosi 
aparatur bcrbasis kompetensi, lmnsparan 
serta memperolch gaji dan bentukjaminan 
keseiabtcraan vanl! senadan 
Meningkalkan efisiensi dan efektivitas sistem, 
oroses dan orosedur keria 
Mewujudkan pcmerintahan yang bersih dan 
bebas KKN sepl'rti 1ertulis pada Unclang-
Undane: Nomor 28 Tahun 1999 
M~ningkatkan kapasitas dan kapabilitas 
kincria birokrasi OPD 
Memberikan pdayanan yang lebib ccpaL, lebib 
mu.rah, lebih mud.ab, dan lebih berkualitas 

s 

l 



. .Jl:si Program dan Kegiatan Refo.rmasi Birolaasi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019-2021 

Tabel 2.2 
Rencana Aksi Program Refo1masl Birokrasi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019-202 1 

Waktu 

Area Refonnasi 
Hasilyang 

Program dan Kegiatan Krltctia Kcbcrhasilan 
Pclaksanaan 

No diharapkan lndikator dan Target Penanggµng 
Birokrasi dan J.ndikator Kegiatan 201 202 202 Jawab 

9 0 1 

L. Mental Aparatw· Meningkatnya "1anajemen Perubaban 
/ Pola Pikir integtitas 1. Tim Refonnasi Birokrasi 
(Mind Set) dan aparatur 
Budaya Kerja (80% (delapan a. Pembentukan Tim Tcrbitnya Keputusan Jumlab Keput1.1san ✓ ✓ J Bagian 

(Culture Set) puluh persen) Reformasi Birokrasi Bupati tentang Tim Bupati yang disusun Organisasi 

aparatur Reformasi Birokrasi ( l (satu) Keputusan 

intcgtitasnya Pcmerintah Bupati perubahan) 

t:inggQ Kabu pa te.n 

b. Penguatao Tim Tim Reformasi Jumlab dolrumen -I -I ..... ✓ Bagian 

Refonnasi Birokrasi Bit0krasi/kelompok laporan pelaksana.an O.garusasi 
kerja Refonnasi Penilaian Mandiri 
Bimkrasi Reforrna~i Birokra.si {l 
melaksanakan tugas (satu) dok;umen) 
dengan baik 

c. Melaksanakan ntpat Terlaksananya rapal Jumlab rapat Tim/ ✓ " -I Bagian 

Tim Rcfonnasi Tim/Kclompok Kerja Kelompok Kerja Organisasi 

Birokrasi/Kelompok Refonnasi Birokrasi Reformasi Birokrasi 

Kerja Reformasi sccara rutin yang dilaksanakan (5 

Birokrasi sccara rutin (lima) kegialan/ ta:hun 
+ rckomcndasi) 

......... 

6 \\ 



I 
I 2. Road Map Reformasi Birokrasi 

a. Penyusunan Road Terbitnya Peraturan Jumlah PcraLuran ~ Bagian 

Map Reformasi Bupati tentang Road Bupati yang disusun (1 Organisasi 

Birokrasi Map Rcformasi (satu) Peraturan Bupatll 
Birokrasi 

b. Sosialisasi/ Terlaksananya Jumiab kegiatan ✓ ✓ Bagia.n 

intemalisasi Road Sosiaiisasi sosia1isasi/ inte.malisasi Orgarusasi 

Map Refornw.si /inlernalisasi Road road map refonnasi 

Birokrasi Map Reformasi birokrasi 
Birokras.i (1 (salu)Jregiatan/ tahun) 

,__ 
Meningkatnya 3. Pemantauan. dan Evaiuasi Refonnasi Birokrasi 
efektifitas Pembentukan Tim Terbitnya Keputusan .r11rolab Keputusan ,J " " Inspektorat a . 
pelaksanaan PMPRB Bupati tcnrang Tim Bupatiyang disusun(l 
refonnasi 
birokrasi 

PMPRD (satu) Keputusan 

(lndeks 
Bupati) 

Refonnasi b. Mengkomunikasikan Terlaksananya rapat Jumlah kegiatan rapat -:;J v ,J lnspektorat 

Birokrasi aktilll:as PMPRB dan koordinasi tlap yang dilaksanakan 

minim al 50) kepada unil kerja Asesor PMPRB (minimal 1 (satu) kegiatan 
terkait rapat/tahun + notulen 

hasil rapat) 

c. Mciaksanakan Terlakss.nanya J umlah kegiatan I✓ I✓ " lnspel,.ctorat 

pelatihan Tiro Asesor pembinaan/ pelatihan pcm binaan/pelatihan 

PMPRB Tim Asesor PMPRB Tim Ascsor PMPRB (1 
(satu) kegiatan/tahun 

7 ~ -~fi -- ' . 1 



4. Pcrubahan Pola Pll<ir dan Budaya Kinerja 

a. Mendorong Pimpinan SKPD % (persen) Kepala SKPD ✓ ✓ v Bagian 
J keterlibatan pimpin0 n terlibal seca.ra aktif yang terlioAt seeara aktif Organisasi 

SKPD sccara aktif da n bcrkclanju tan dan bcrkelanjutan dalam 
dan berkelanjutan da.lam pelaksanaan pelaksanaan 
dalam peloksanaan refonnasi birokrasi reformasi bitokrasi 
refonnasi birokrasi (75 % (tujuh puluh lima 

persen)) 

b. MembuaL mcclia 1'erlaksananya rapaL• Jultllah kegiatan rapat v v ✓ Bagian 
komunikasi secarn rapaL untuk ya.ng dilaksa1Jakao Organisasi 
reguler untuk menyampaikan (minimal I (saru) kegiata n 
menyampaikan program/kegiatanrefor rapat/tahun 
program/ kcgiala.n rnasi birokrasl + notulen has.it rapal) 
reformasi birokrasi 
yang sedang dan 
rucan dilakukan 

c. MembuaL leaflet/ Pembuatan/ %(pctscn) SKPD/Unil ~ ~ v Bagian 
barin.er/ x-bo.ruter/ pcmas,:uigan Kerja yang Organ.isasi 
spanduk dlJ ierkail leaflet/b=r/x- mcmbuat/memasang 
reformasi birokrasi, banner/ spanduk leaflet/banrier/x-
antiua \ajn; budaya terkai.t pelaksanaan barin.er/spanduk 
pemerintahan yang reforrnasi birokrasi berkaiu,n dengan 
bersib dan bebas pada Sl<PD /unit kerja pelaksanaan reformasi 
Korupsi, Kolusi dan (budaya birokrasi (budaya 
Nepotisme budaya pemerin.tahan yang pemerintahan yang bersih 
melayani dll. bersih dan bebas danbebas Korupsi, Kolusi 

, Korupsi, Kolusi dan dan Nepoti~me, budaya 
I Nepotisme, budaya melayani dU) (95% 

I mclayani dll) (sei:nbilan puluh lima • 
persen)) 

8 ffl
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.dlUfdU r ,\1mm,tlrntn,·n ~•cna~tnan l'ruduk llukurn 01H"mh 
f'(-n md.11qt· I kualitn, pn:luk 
l ndansan hulrntu dnrmh I. llann•m1sa111 

r 
+-I n Mrlnkukan ~·,,alw,i,i · Tcrlak51lmmJ-a ] Jumlab mpnt Tim' ~ · ,J ' -l ' IJilginn y1mg m<-li111lungi 

dan lx·quhak ~earn ,l~.rkrua r,11IU11c;i ,...:com 'ynng d&k$0Mlcan l tlukum 
r tnluulup pro<luk bl'rk.ala 1~rhftd11p 11 ldua) krgillt11n/t11hun pacla krpr:ntingnn ( 

flUhlik, hnimonb hukum darrnh .,·ang produk hukum • rckomcn11n:il/ 
rtan udc,k _nwsih b.-rlaku dacmh (fll!llll Tun ' dokumcn tiun r,-aluni;I 

tUmfl,11li; 'U11thh ~ !il"Cnm n•~tinl ~µrodux bukum) 
<h:Hgnn ix·m111mn ~ . + 

,J • ,J j llagi:tn r l>. Mdakuknn Tr.rlaksnruinn, ,htmwh dolmmcn hasil I • 
rr,nmdrmg 

' 
idrn ti fi km,t, n na lli.!!i, klcntifikn!<i, 11.nnlisls, ldr11\ifilm~i. IIIUlh.'li.."1 dall Hulrum 

' u11ilil111;1111 l11i11nn1 I clan prmruum dnn prm.-trum J)l"mruwn 1rrtu1d11p 
( 1•5 'Ii> (M'ml!Onn 

I 
to •rh.ada11111oclul 1crlu11Jap pruduk I pruduk bukum ,ia,,rah 

puluh lim11 llukum <lncmh ynn& hukum <laf'nth yang ; ( I (MIU) clolrumf'n/ 
J>rt11<'1t) 111orluk J li•l11 k hitr monh,/ ticl11k tidak harmonis/ I 111h11n) 

' hukuni clrwmh 1:.mli,1111 clr1~111 tilh,k 11mkro11 drnR11n 
Yllll~ l1<,tl-.UllhUI') :11t·rntum11 prnmd:mg- prrulUlllll ' 

,11r11lnn11411 lumn_,11 perundfirtg 
undangnn t.1lnn)-a 

11. 1J\1df1i-uktl.n drn-&ulni>I · Tert.1 ki,ananya ;1umiah produk hukum !- ~- -+- ~- f ii +Bagian 

un111k :mrmnngkus dcrrguJa5j trrhadap [da~roh yang dln-vL'ii/ I , llull' 

pmduk hukwu darrah prnduk hukum ribcmpumalwn 
yung dtp1rndang duerah )-ang I (lMllU) produk bukum 

mr11glu11ubat mcngllll.W oo 1 cliu:mh/Wtun) 

Jl<'layo 111\ll lJil8! pelnyannn bngl 

mn ,111rulm1 mas)1lnlk;it 

9 
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2. Sistcm Pengendalian Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah 

a. Membuat sistum TerJaksananya J umlah Standard 

peogeodalian/ pembuatan s istem Operating Prooedure (SOP) 

Standard Operating pengendalian/ penyusunan produk 
Procedure (SOP) Standard Operating hukum daerah (1 (satu) 

penyusunan produk Procedure (SOP) Stand(ird Operdting 

hukum daerah peoyusuoan produk Procedure 
hukum dacrah (SOP)) 

3. Penyusunan clan Penyebarluasan lnformasi Peraturao Perun,dang-1.Jndangan 

a Penyusunan produk Terlaksaoaoya rapat Jumlah rapat Tim 

hukum daerab yang Tim penyusunan penyusun produk bukum 

berkualitas produk hukwn daerah (30 (tiga puluh) 
daerab kali/tahun) 

h. Sosialisasi produ k Terlaksananya J umJah kcgiBl/10. 

hukum daerah clan sosialisasi produk sosialisasi produk hukwn 

peraturan perundang- hukum daerah dao daerab dan peratu ran 

undangan lainnya peracuran perundang-undangan 
pcmndang-undangan lainnya (3 (tiga.) 
lainnya berbasis kegia tan/ t.ahun) 
teknologi infonnasi 

c. Publikasi prod uk Tcrlaksananya % (perscn) produk hukum 

hukum dacrah dan publikasi produk daerah ciao pcratw:an 

peraturan perundang- hukum daerah dan perw1dang- undanga.n 

undaogan lainn_va ·pcraturan Jainnya yao8 dapal 
penuldang-undangao di publikaslkao (85% 

lainnya (delapan puluh lirna 
pcrsen) l 

d . Pengelolaan Tcrwujudnya Jumlah produk hukum 

Ookumentasi Huku m pengelolaan JDIH yang lcrinvcntaris pada 

yang profesional JDlR (30 (tiga puluh) 
Pcrbup/P.erda) 

10 

✓ ✓ ,J 

,J ,J ✓ 

✓ ✓ ,J 

,J ✓ ✓ 

,J ✓ ✓ 

Bagian 
Huku.m 

Bagiao 
Hukum 

Bagian 
Hukum 

Bagian 
Hul<Um 

Bagiao 
Hukum 

. -
- 31. 
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.,_ jKclcmbagaan Mcningkatnya Penguat.an Kel1:mbagaan 
ketepatan fungsi 
cum ukuran l . Evaluasi Organisasi/Kelcmbagaan perangkat daerah 

a. Melaksanakan Melaksanakan Jumlah SKPD yang ✓ ✓ ✓ Bag.ian [JOO% perangkal 
evaluasi organisasi/ evaluasi dievaluasi struktur Organisasi daerah tcpat fungsi 
kelembagaan unmk kelembagaan untuk kelembagaan dan dan tepat ukuran) 
mengetahui: mengetahui tugas fungsinya (44 
1) Kesesuaian kesesuaian struktur (tiga pulul;l empat) 

struktur organisasi dan SKPD) 
organisasi clan kctepatan Lugas 
ketepatan tugas fungsi, mengukur 
dan fungsi; jenjaog organisasi, 

2) Mengukur jenjang kemungkinan 
organisasi; duplikasifungsidan 

3) Kemungkinan LumPMg tindib 
duplikasi fttngsi; fungsi dengan SKPD 

4) Tumpang tind ib lain 
fungsi dengan 
SKPD lain. 

2. Denataan Organisasi/Kelembagaan 

a. Mcnindaklanjuti hasil Melaksanakan Jumlah. Peraturan. ,J ,J ,J Bagian evaluasi dengan oerubahan struktur Bupat:i lcntang Organisasi mcogajukan perubahan k:>rganisasi SKPD yang kedudukan, susunan 
organises!/ tugas fungsinya maslh organisasi, tugas dan 
kclembagaan Tumpang lindih arau fungsi serta tata kerja 

bclum efisien dan SKPD yang mengalaml 
efektiJ Perubahan (5 (sepuluh) 

Peratu ran Bupati) 
' 

11 ·~· _, 
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tela.ksa.nakan ,I umlah Peratura.o ,J Bagian 
I 

I ,perubahan Dac:rah kelcmbaga.n/ Organfaasi 

kelembagaan/ orga:nisasi peranglcat 
pcngllapusan/ merger daerahyaog 
SKPD yang tidak m.epgaJam.i perubahan 
optimal dalam ( 1 (satu) Peraturan 
mendukung sasarao Daerah) 
pembangunao dalam 
rangka pclaksanaa.n 
Organisasi Bcrbasis 
Kinerja (Performance 
Based Organization) 

r· fatalaksana Meningkatnya Penguatan Tatalaksana 
penerapan 

l. Proses bisois dan proseclur operasional tetap/ Standard Operating Procedure 
sistem, proses 
dan prosedur 

(SOP) kegiatan utama 

ke1ja yang jelas, a. Mendorong semua Semua SKPO/Unil Jumlah SKPD/Unit v ,J -.J Bagian 
efektif, efisien, SJ<PD/Uoit Ke,ja Kerja khususnya Kerja yang memi.lild 0 rganisasi 
cepat, lerukur, khususnya unit unil pelayanan standard Operating 
sederhana, pelayanan memilikl memilikl Standard Procedure (SOP) 
transparan, dan Standard Operating Operating Procedure (44 (empat puluh 
berbasis Procedure (SOP) (SOP) em.pat) SKPD) 
e-govemment sesuai tugas da11 

(Persemase fungsinya 

SKPD/Unit Kerja 
yang memi.likj 
Standar 
Operasional 
Prosedur (70%) 

12 rt 
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b. Melaksanakan Terlaksananya 
I Birnbingan Tcknis Bimbingan Tcknis 

l 

I pcnyusunan penyusunan 

I 
S!andard Operating standard Operating 
Procedure (SOP) bagi Procedure (SOP) 
SKPD bagi SKPD 

I C. Mela ksanakan Terlaksananya 
evaluasi terhadap evaluasi terhadap 
pelaksanaan proses pelaksanaan proses 
bisn.is dan Standard bisnis da.n Standard 
Operating Procedure Operating Procedure 
(SOP) pada SKPD (SOP) pada SKPD 

2. E-gouemmeru 

a. IMenyusun rencana Tersusunnya 
Pen.gembangao rencana 
ie-gouemmen.t di pcngembangan 
llingkungan Pemerintab 1e-gouemmeru di 
!l{abupaten lingkungan 

pemerintah 
i<abupaten 

b. Pengembaogan s istem rertaksananya 
pcrenr.anaao, pengembangan/ 
penganggaran dan pcnyempu rnaan 
manajcmen kinerja isistem perencanaao 

l 
lterintegrasi terintegrasi 

13 

JumJa.h kegiat.an 
Bimbingan Tekais 
Standard Opetatin.g 
Procedure (SOPJ ( 1 
(satu) kegiat.anJ 

J umlah kegiatan 

Evaluasi terhadap 
pela.ksanaan proses 
bisnis dan Sumdard 
Operating Procedure 
(SOP) SKPD (1 (satu) 
kegiatan) 

J umlah dokumen 
rencena 
pengembangan 
e-gouemm.ent yang 
disusun (1 (satu) 
dokumen) 

Jwnlah sistem 
perencanaan 
tcrb,tegrasi (1 (satu) 
sistem) 

v 

v 'I 

✓ " 'I 

Bagian 
Organisasi 

Bagian 

Organisasi 

Dinas Kominfo 

Bappeda 

~ .!.'. 
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lfl 

I 



rerJaksananya 
I pengembangan SisLem I I Penganggaran 

I 
terinlegrasi 

erlaksananya 
pengem bangan/ pen ye 
mpurnaan sistem 
database Sumber 
Daya Manusia 

c. Mengembangkan sisten: I'erlaksananya 
penyediaan pengembangan sistem 
Pelayanan informasi penyediaan 
clan pengaduan Pelayanan informasi 
meningkatka.n kualitas klan pengadua.n 
pe!aya.nan kepada !meningkatkan kualitas 
masyarakat pelayanan kepada 

masyarakat 

d. Mengem bangan kan rerlaksananya 
sistem pclayanan pelayaoan secara 
kepada masya.rakat on line kepada 

l 
dalam tingkata.n masyar:akat 
ransaksiona.J (perijinan 
online, pembayaran 
online) 

14 

Jumlah aplikast sistem 
penganggaran 
tertn tegrasi yang 
dikembangkan/ 
ctisempurnakao sesuai 
kebutuban (1 (satu) 
aplikasi/tahun) 

JumlaJ1 aplikasi sistem 
informasi manajemen 
kepegawaian da.erah 
yang dikembangkan 
sesuai kebutuhan (1 
(so lU) aplikasi) 

Jumlah website 
penyebaran informasi 
yang dikembangkan/ 
disempurnakan (1 
(satu) website) 

Jumlah a plikasi 
pembayaran pajak 
p:nlinc yang 
dikembangkan/ 
:lisempumakan (1 
(satu) aplikasi) 

✓ ✓ ✓ 

✓ 'i ✓ 

✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ 

BPKD 

Bl<.PSDM 

Dinas Komfnfo 

BPKO 

. A­·: _:J-
- --'I 
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I 

r 

r I 
I I 
I I I 

I I 3 . 
Ket.erbukaan infom1asi publik 

a. !Membuat mekanismc/ Mekanisme/ Standard 
Standard Operating Operating Procedure 
Procedure (SOP) (SOP) pclayanan 
pelayana n informasi informasi publik 
publik ,clah ditetapkan 

b. Mclaksanakan Terlaksaoanya 
kebijakan kcterbukaan kebijakan ke terbukaar 
!informasi publik infnrmasi publik 

I I 

15 

II,; 

Jumlah aplikasi ✓ 
Pelayanan perijinaJ1 
secara orlline yang 
dikembangkan/ 
clisempumal<an 
(1 (satu) aplikasi) 

Jurn.lah mekanisme/ ✓ 

Standard Operating 
Procedure (SOP) 
pelayanan informasi 
publik yang ditetapkan 
(1 (satu) Standard 
Operating Procedure 
(SOP)) 

lnformasi publik " diupload/ 
diinformasikan melalui 
web: 
www.rejanglebongkab 
.go.id 

'/ ✓ 

✓ ✓ 

" ✓ 

DPMPTSP 

Dinas 

Konrinfo 

Dinas 

Kominfo 

" 

. -J 
/ Kr• ,r , l 
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surul.>er Daya Meninglmtnya Penataan Sistcm Manajeme n Swnber Daya Ma.nusia 
r· ' . profesionalisme 
' 1

'Mauusia I. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Scsuai Kebu tuban Organisasi 

I I SumberDaya 
Manusia a. Penycmpumaan hasil !Tersusunnya Analisis Jumlab jabatan y11Dg ~ ✓ " Bagian 

apa rn tur (Jndeks analisis jabatan dan Jabatan dan Analisis Analisis Jaootan dan Organisasi 

ProfesionaJitas analisis beban kerja Beban Kerja Analisis Beban Kerja 

aparatur 75%) penyempurnaan/ nya disempumakan/ 
Anatisis Jabatan dan Analisis Jabatan dan 
Analisis Beban Kerja Ana lisis Beban Kerja 

·abatan baru jaba tan baru (1 (satu 
puluh) doktunen pet.a 
jaootan/tahun) 

b. Melaku.kan erlaksananya JumJah dokumen " " ✓ BKPSOM 

pcnghitungan penghitungan kebutuhan pcgawai 

I 
kebu luhan pegawai pegawai pada SKPD masing•masing SKPD (l 

scluruh SKPO/Unil (satu) dokumen) 
Kerjo 

C. Menyusun proyeksi Tersusunnya proyeksi JumJab dokum.en " BKPSDM 

kebutuban pegawai kebulullan pegawai proyeksi kebutuhan 
selruna 5 (lima) rn hu n selama 5 tahun pegawai seJama 5 

(Jima) tahun ( l (satu) 
dokumen 

2. Proses Pe11crimaan Pegawai Dilaksanakan Secara 1'ranspa ran, Obyektif, 
1Akiu1tabel clan Bebas Korupsi, KoJusi dan Nepotisme 

a. 0 engumunan Pcngumuman Jumlah pelaksanaan ✓ ✓ BKPSOM 
pencrimaan pegawai penerimaan pcgawai pengumuman 
c.tiumumkan secara melalui website resmi penerimaan pegawai (1 
uas kcpada (satu) kali pelaksanaan) 

masyarakat 
I 

16 
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b. roenerhnaan pegawai Terlaksananya Jumlah pelaksanaan ✓ " BKPSOM 
I ,ilaksanakan secara peoerimaan pegawai penerimaan pegawai 

ttansparan,obyektif, mcngguoakan mcogg□nakan Computer 
iaclil, akuntabcl dao Computer Assisted Assisted Tes (1 (satu) 
bebas I<orupsi, Kolusi Tes kali/kegiatan) 
dan Nepotismc 

c. "engumumao basil Pengumuman hasil Ju mlah. ()ela.ksanaan ,J -J BKPSDM 
seleksi diinfoanasikan ,seJeksi penerlrnaan pengu m.unan ha sil 
secara terbuka pegawai rnelaJui seJe.ksi penerimaan 

website resmi pegawai melalui website 
resmi (1 (satu) kali 
pelaksanl\llll) 

i3. Pengcmbangan Pegawai Berbasis Kompetensi 

a . JMCnyusun st.andar rrcrsusunnye J umlah SKPO yang ,J v ✓ Be.gian 
kompetensi jabatan standar kompet.ensi rnenyusun standar Organisesi 

·abatan kompctensi jabatan (44 
(empat puluh empal) 
SKPD per tahun) 

b. Melaksanakan rrerlaksananya Jumlah pelaksanaan ✓ ,J ✓ BKPSDM 
iassessmentpegawai assessment pegawai assessment pegawai (1 

(salu) kali/tahunl 

C. Melaksanakao Terlaksananya Jumlah dokumen basil ✓ ✓ ✓ BKPSDM 
dentifikasi kebutuhan ident:ifikasi kebu.luha n identiukasi kebmuban 
ncngcmbangan pengembangan pengembangan 
kompetensi pegawai )wmpetensi pegawai kompetensi pegawai (l 

(satu) do.kUmen) 

17 tt 
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4, Promosi Jabalan Dilakukan Secara Terbuka 
I 

✓ ✓ BKPSDM ~-
8. Menyusun kebijaka.n Tcrsusunnya J111nlah Keputusan Tim ✓ 

promosi jabatan sccara kebijakan promosi Promos, Jabatan secara 
tcrbuka ·abatan sccara terbuka Tcrbuka (1 (satu) 

J(eputusan) 

b. IMelaksanakan promosi h'erlaksananya Jumlah pela.ksanaan ✓ " ✓ BKPSDM 
jabatan secara tcrbu:ka promosijabatan promosi jabatan S\!Cant 
untuk pimpinan linggi secara terbuka un tu.k terbuka untuk pioopinan 

pimpinan tinggi tinggi (l (satq) kali/ 
lahun) 

C. Mengumumkan setiap l'erlaksananya Jumlah pelaksanaan ✓ ✓ ✓ BKPSDM 
tahapao scleksi secara pengumu man setiap pengumuman s~~tiap 
terbuka meJah.ti websitE tahapan seleksi secara tahapan seleksi seca:ra 

terbu ka melalui terbuka melalui website 
website resmi rcsmi (l (satu)/ tahun) 

5. Pelaksanaan Evaluasi Jabatao 
a. Mcla ksaoakan evaluasl Terlaksananya Jum.lah dokumen hasil ✓ ✓ .. Bagian 

uabalan unru.k kegiatan evaluasi kegiatan evaluasi Organisasi 
menetapkan grade/ tiabatan untuk jabatan (1 (satu) 
kelas jabatan meneta.pkan dokumen) 

grade/ kelas jabat.an 
(pen1baha n) 

b. Menetapkan gradi,/ Penei.apan grade/ Peraturan Bupati ✓ "I/ ✓ Bagian kelas jabatan kclas jabatan tentang penetapan. Organisasi 
berda.sarkA.n basil grade/kelas jabatan (1 
kajian Tim Ahlli (satu) Peraturan Bupati) 
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MeningkA.tnya Penguatan Pengawasan f r~oga.\WISafl 

I pe.nyele nggaraa.n 
I pcmerinta.han 1. Gratifika:;;i 

I yang bersih dan 
a. Menyusun kebijakan 'fcrbitnya Kepu tusan Jmnlab Keputusan ✓ ✓ " lnspektorat bebas da,; 

Korupsi, Kolusi gratifikasi Bupati tcntaag Bupati Infonna.si yang 
dan Nepotisme penyusunan clisusun (J (satu) 
(WajarTanpa Kebijakan grati.fikasi Keputusan Bupati) 

cti lingkunga.n Pengecualian) 
Pemerintah 
Kabupalen 

b. Mcla.ksanaka.n l'erlaksananya Uumlab kegiatan ✓ ✓ ✓ lnspektoraL 
kampanye publik kampanye publik kampan.ye publlk 
(public campaign) terkait kebijakan terkait kebijakan 
terka.it kcbija.kan gm tlfikasi grati.fikasi (l (sa tu) 
grat:ifikasi kegiatan) 

2. Penerapa.n Sistcm Pengendalian Intern Pemerintah 

a. Menetapkan kebijakan Ditetapkannya Jumlah l<eputusan ✓ ✓ ✓ lnSpektorat 
penerapan Sistem Kepull.1sa:n Bupati Bupati lentang 
Pengendalian Intern tcntang Sistem Sistem Pengendalian 
Pemerintah PengendaJ.ian Intern Intern Peroerintah (1 

Pemerintah. (satu) Kepulusan 
Bupaul 

b. Melaku.kan penilaian/ Tersusunnya Jumlah identifikasi ✓ ✓ " lnspektorat 
identifikasi resiko atas ldentifikasi reuiew rcsiko atas organisasi 
orga.nisasi (1 (satu) kegiatan 

idcntifikasi rcsiko) 

> -- . 
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Mcnginformasikan dan 1 erlaksa.na koord:inasi Ju.n\lah kegiatan " ✓ v lnspektora~ C. , 
mengkom unikasikan kepada seluruhpibak koordinasi kepada I 
Sis1em Pengcnda.lian tcrkait tenrang Sistem lselurub pibak terka.il 

I lntem Pemerintah Pengendalian lnlern tentai:,g Sistem 
kepada seluruh pihak Pemerintah Pengendallan Tn lCrt1 
terkail Pemerimah (1 (satll) 

kegiatan/tahun) 

d. Melakukan 'erla.ksana µumlah pemantauan ✓ -,i 'I tnspektnral 
pema11tauan pemantauan pengendalian intern ( l 
pengendalian intern pengendaliao intern (satu) kegiaw,n/ t.ahun) 
' 3. Pengaduan Masyarakat 

a. Menetapkan kebijakan Tersusu1111ya Standar Jumlab std.Ilda.rd v v ✓ I;nspektorat ' pengaduan masyarakat Operating Procedure Operating Procedure 
(SOP) pcngaduan (SOP) pengaduan 
lmasya.rakat lmasyarakat(l (saluJ 

dokllmcn/tahun) 
I b. Mengimplementasikan rerbitnya Laporan Jwnlah Lapor-<1.n Rasil " " v lnspektorat pcaanganan pengadua.n Flasil Pemeriksaan Pemer iksaan 

imasyarakat pcngaduan pengaduan masyaraka 
masyarakat {l [satu) 

iokumen/lahun.) 
c. M eninda.klanj u ti basil 1·erlaksana Jumlah rekomendasi ✓ ✓ ✓ lnspektorat penanga nan pengadua.JJ rekomendasi Lapora a Lapo,ran 'Ha.sit masyara.kat Hasil Pcmer.iksaan Pcmeriksaan 

pengaduan oengaduan masyaraka . 
masyarakat ( 1 (satu) rekomenda$i/ 

ltahun) 

I 
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- 4. Whis tle Blow ing System 

' ' 
I 

a Mcnetapkao kebijakan rersusunnya J umlah Kepntt11;1a.n ~ ✓ ✓ lnspektorat 

tcntang Whistle Blowing Keputusau Bupati Bupati tentang Whistle 
System lenlang Whistle Blowing Sys tem ( 1 

Blowing System (satu) Kepu titsa.n 
3upati) 

b. Mens osialisasikan rerta.ksan a Jumlab Sosialisasi ✓ ✓ -J [nspekto;al 

Whistle Blowing System sos.ialisasi Whistle Blowing 
System (1 (satu) 
kegiatan/ iabun) 

c. Mengimplemen tasikan 'erbentuknya Unit Jumlah kegiatan Unit ~ ✓ ✓ lnspekloral 

Whistle Blowing System 0 engendalian Pengendalian 
Gratifi.kasi di tiap G:ratili.kasi di tiap 
SKPD SKPD (1 (saw) 

liegiatan Unit 
Pengenda.Iian 
Gratifi.kasi/ tahun) 

5. Dembangunan Zona Inlegrit.as 

a. Mela.lrukan Terla ksa oa nya Pencaoangan zona ✓ ✓ ✓ lnspektoral 

pcncana.ngan zona kegiatan pencanangan integritas (l (sa tu) 

fntegritas lzona I ntegritas kegiatan/tahun) 

b. Mene tapkan rersu:;;un Keputusan Jumlah Kepulusan ~ v ✓ Inspektorat 

•SKPD/UniLKcrja yang Bupati Lentang SKPD Bupati (l (satu) 

akan dikembangkan ,vang menjadi project Kepulusan Bupau) I 
meojadi zona integritas zona l.ntegritas Jumlah l<egiatao I 
dengan Keputusao I 

l:3upati I 

' 
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, , Flak,..., "erlaksananya 
I . mb~gunan zoua pem bangunan zona 

I tegntas integritas di SKPD I 

I 
d . Melakukan cvaJuasi Terlaksananya 

at.as zoaa integritas evaluasi at.as zona 
yang telah diLetapkan integritas yang telah 

ditetapkan 

e. Mengusulkan SKPD/ rerlaksana 
Unit h'.erja yang pcngusulan SKPD 
mcmenuhi sebagai zon11 yang memem,thi 
integritas mcnuju sebagai zona inlegritas 
i>emba ngunan Zona menuju Wilayah Beba1 
lntegritas Menuju dari Korupsi/Wilayah 
WiJayah Bebas dari Birokrasi Bersih dan 
Korupsi/ Wilayah Melayani ke pada 
Bfrokras i Bcrsih dan KemenPAN-RB 
Mclayani kepada 
KemenPAN-RB 

I 6. APIP 

a . Mengop timalka n APIP Terla ksananya 
bimbingan teknis 
kegiatan 
pengombangan 
kapasitas Sum l'lt'r 
Daya Manusia unmk 
APIP 

22 

Pembangunan wna ✓ 

integri!as (1 (sacu) 
kegialan/ta.hun) 

J umlah kegiatan 
evaJW1si a.tas w na 
io tegritas yang telab 
itetapkan (1 (satu) 
kegialan/ tahu n) 

Jum.tah S1CPD yang 
diusulkan m eajad.i 
Wilayah Bebas dari 
Korupsi/Wilayah 
Birokrasl Bersih dan 
Melayanj (3 (sembilan) 
SKPD) 

Jumlar, kegiatan ✓ 
bimbingan teknis 
untuk APIP (1 (satu) 
Kcgiatan dalam 1 
(satu)/ tahun) 

✓ ✓ 

,J 'V 

v ✓ 

✓ v 

lnspektoral 

lnspektorat 

lnspektorat 

tnspektorat 

lr 
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7 . \Akuntabilitas Meningkatnya 
penerapan sistem 
akuntabilitas 
kin · (Nilai er:,a 
Akuntabilita.s 
Killerja lnstansi 
Pemerintah CC) 

b. \Menyiapkan Sumber danya bi.mbingan 
Daya Manusia APCP teknis peniogkatan 
ibaik secara kuantitas pabilitas APTP 
maupun kualitas 

c. lMelaksanakan fungsi erlaksananya 
pengawasan internal pengawasan internal 
lbcrbasis resiko berbasis resiko 

,Penguatan Akuntabilitas 

1. IKeterlibatan pimpinan 

a. IMendorong keterlibata.n Pimpinan SKPD/Unil 
pimpinan SKPD/Unit Kerja terlibat dalam 
Kerja dalam penyusurum rcncana 
penyusunan rencana stralegis 
IStrategis 

b. IMendorong ketcrlibatan impinan SKPD/Unit 
pimpinan SKPD/Unit Kerja terlibat (baik 
ldaiam penyusunan gsung maupun 
Perjanjlan kinerja ·ctak Jangsung) 

aJam penyusunan 
Petjanj ian Kine1ja 

23 

Ulll lah kegiatan 
bim bingan teknis ( 1 
{S11-.lU) kegiataJJ daJam/ 
ahun) 

um.Jab kegiatan 
eogawasan internal 

rbasis resiko ( l 

I 
:satu) kegiatan/t.ahun) 

% (persentase) 
pimpinan Sl<PD/unit 
kerja yang terltbat 
dalam penyusunan 
rencana strategis 
(100% (seratus 
perscn)) 

% (persentase) I✓ 

pimpinan SKI'D/Unit 
Kerja yang tcrll'bat 
(baik langsung 
maupun tidak 
langsung) dalam 
penyusunan 
Perjanjian Kinerja (90 
(SembilB.n puh1h) 
persen) 

v 

✓ v 

" I V 

1✓ " 

✓ jlnspcktorat 

v I Inspektora.t 

✓ Bappeda 

Bagian 
Organisasi 

J 



C. Menclorong setiap Pimpinan SKPD/Unit % (pecsentase) ✓ ✓ ✓ Bagian 
I pimpinan SKPD/Unil Kerja melaksanakao pimpioan SKPD/Unit Organisasi 

I I iJD<>la ksanakan pemantaua.n/ Kerjayang 

I I 
pemantauan/ penilaian/ pcnilaian/ melaksa.nakan 
pengukuran atas pengukuran Lerhadap pemantauan/ 
pencapaian ldnerja leinerja bawahan pcnJJa.ia:n I 
bawahan secara berkalB pengukuran terhadap 

kincrja bawahan 
(100% (seratus) 
persen) 

2. Pengclolaan Akuotabilitas Kinerja 

a. Meningkatkan l'\danya bimbingan .JumJab kegiatan ✓ ✓ Bagian 
kapasitas kapasitas teknis Sistem bim bingan Leknis Organisasi 
~um bcr Daya M_anusia ~untabilitas Kinerja Sistem Akuntabilitas 

ang menanga.ru nstansi Pemerintab Kinerja fnstansi 
akuntabilitas kinerja kepada pejabat/staf Pemerintah yang 

•ang mcmbidangi Dilaksanakan 
Sistem Akuotabilitas (minimal 2 (dua) 
Kinerja lnstansi kAli/tahun 
Pemeriotab 

b. Mengembangka.n Scmua PNS yang % (persentase) PNS " ✓ " Bagian 
Pcnyusunan laporan meoyusun perjanjian yang menyusun Orgaoisasi kinerja per ind ividu idnerja membuat Perjanjian Kerja 
triwuJan/semesteran Iaporan kinerja membuat laporan 
sesuaiperjanjian kinerja (75 % (tujuh 
kincrja yang ditetapkan pulu.h lima 

pe.FSCD) ) .._ 

• .-.... i ,, ' 
.),! 
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C. Men gem bangkan Adanya pohon kinerja 

I penyusunan casscad~ OPD 
lindikator kinerja (pohor 
kinerja) 

8. PeJayanan Mcningkatnya "eningkatan Kualitas Pclayanan Publik 
Publi.k kualitas pelayanan 

publik sesuai l. Standar Pelnyanan 

kcbu tuhan dan a. Menctapkan kebijakan Tersusunnya 
harapan oelayanan slandar kebijakan standar 
masyarakat (lndeks pelayanan 
Kepuasaan (perubahan) 
Masyarakat minima 
80 %) 

b. M emaklumatkan Semua SKPD 
standar pela,ya-nan di lmema.klumatkan 
lmasing-masing SKPD standar pelayanan 

pelayanan 

-
c. Mendorong SKPO / Unit Semua SKPD/Unit 

Kerja membuat Kerja pelayanan 
Standard Operating mempunyai Standard 
Procedure (SOP) pada Operating Procedure 
pelaksanaan standar (SOP) pelayanan 
pelayanan 

25 

Ju:mJah OPD yang 
memiliki pohon 
kinerja 

PeraLuran Bupati 
lent.ang sta.ndar 
pelayanan 
(pcrubahan) ( I (satu) 
Pera tu.ran Bu pa ti) 

% (peniem.ase) SKPD 
membuat/memasa ng 
maklumat stander 
pelayanan (l00% 
(seratus porsen)) 

% (Perscntase) 
SK.PD/Unit Kerja 
pelayanan yang 
membuat Standard 
Operating Procedure 
(SOP) pelayanan (100 
% (seratus perscn)) 

✓ ,J 

,J ✓ 

v ,J 

v ,J 

✓ 

✓ 

,J 

" 

Bagi_an 

Organisasi 

Bagian 
Organisasi 

Bagian 
Organisasi 

Bagian 
Organisasi 

:_,' 
..!, ;;;:. - __::-.ry. 



}. 1l'i·n1l.iil111 k.,·puu-,.111 'T<"r l1111!:1p l't·41)11rtnn 

fl ' \h-L1kuka11 "lll'\ ,.,. r Trrlak-..manva f Jui;tah duk~m,·it- .... ..[ .--- ;J I ,J j Uagmn 
l-..-pua-,.111 m,1-,yumknt su1Vt'\" kq)uns:tn lu!sil survc.-y kepua~n Orgunisasi 

1<•1hud11p pl·f;t\litlflll IIUt'l'llltlKlll 'it'Carit m11-.-;yaml«t1 _y1111g 
puhhl.. "t'< 11111 l1<•rknL1 h..rk11l11 d1buat (I Isam) 

• 
l dokumen) t- -+- - + ..i -,l l\·manfr1,1111n '1'<:knologi l11fom1asi 
r-~-

-m,hina~ 
- , . a \ I<-111b,111i: u n / iTrrlak~nanyn Jumlah p<-la, anan 

m,·ng,·111 hn n11k,1n pembnngunan/ bc-rbasis tt knologi I ! h:ominfo 
1x·l11nuuu1 b<-rbasis pcng~mhangan lnfonnasi yang 
ll'k11ulog1 mfonna-.i Pelayanan berbasis j dibangun/dik.-mbang 

tl'knologi lnfonnasi 1 kan I I 1s.11u) 
' pelayanan bubasb 
1eknologi infonnasi) 

-•----·- ,, d . \tl'Ltkulmn pcrl:i.ukan Terlaksananya ·, Jurulah pela_, anan I " Dinas 
,en-utt terus u1t•ne:-r Ub p('rbuikan sccnra berbas1s reknologi Kominfo 
t<·rhadap p<•un-ruliln 1.-rus mcnt"rus inlonnasiyang 
herha,;1s li'knologi ttrhadnp pda~•anan d1perbaiki terns 
rnfonnaM b<•rbasis teknolog, rnt'llt'TUs ( I tsatul 

infonnasi ' pelll.vlU:UUl berb11sis 

L I I t..-kn_olo~irl_formasi 

' ' r .• , 
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BAB III 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKBAl'JAAN 
REFORMASI BmOKRASI PEMENRlNTAH KABUPATEN 

3 . 1 MONITORING 

Monitoring dilaku.kaJ1 seliap tahun sckali, Tim Pelaksana melakukan 
monitoring pelaksaoaao reformasi birokrasi pada masing-masing OPD 
pelaksanaan reformasi birolcrasi. Aasil monitoring disusun dalaro hcntuJ< laporan 
yang disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Kabupateo Rejang Lebong, 
dan diteruskan kepada Komisi Peogarab Reformasi Birok:rasi Nasional (KPRBN). 

3.2 EVALUASI 
Untuk mcngelahui kcmajuan pclaksana.an reformasi birokrasi di roasing­

masing instansi pemcrintah (OPD), Tim Pelaksana roelakukan evaluasi Lcrhadap 
pelaksanaan refonnasi birokrasi khususuya di lingkungan Pemcrintah 
Kabupaten Rejang Lcbong. EvaJuasi dilaku.kan bcrdasarkan program dan 
kegiatan yang barus dilaksanakan olch masing-masing instansi pemerintah 
{OPD) Pemerintah Dacrab sebagairoana diuratkan dalaJll dokumcn Road Map 
Refom1asi Birokrasi Ka bu paten Rejang Lebong ini. 

3 .3 PELAPORAN 
Tim Pelaksana menyusun hasiJ pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada 

Pemerintah Daerab den mesing-masing instansi peroerintah {OPD). Laporan 
tersebut disampaikan kcpada Tim Pengarab :sebagai bahan kt:bija.kan lebin 
lanjul. 

Selain hal terscbut diat.as, pcJaksanaan monitoring, evaluasi, den pelaporan 
juga dilaksana.kan oleb Tim PMPRB setiap Labun sekali. Hasil PMPRB 
disampaikan ke Keroenteriru1 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi 
Birokrasi Republik lndoocsia. 

Sca'1nea with 
Cam$c a11n r 

27 
• 



 

BAB IV 
PENUTUP 

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi P<'men·ntah JC b a upatcn Re•ang 
Lebong Tahun 2019-2021 merupakan dokumen • 
b

. , ___ • p . perencanaan reformasi 
rroiu .. s1 emcnntah Kabupaten. Dokumen in.i seb i d . , • b. . aga asar pelaksanaan 

1 e ,ormas1 1rokras1 Pemerin1.ah Kabupatcn 3 (liru J tah a un mendatang yakni 
t.ahun 20 19-202 1: Ookumen ini tidak memiliki makna jika seluruh renc~a ak i 
yang tertuang ctidalamn~a tidak di.laksa.nakan sesuai dengan rencana a.a: 
target-target ~ang tclab d1tetapkan. Karena itu, cllinstruksikan kcpada seluruh 
ketompok kerJa dan SKPD/Unit Kerja khusus SKPD/Unit Kerja yang bcrkaitan 
langsu:ng ~n_Luk me~sanakan berbagaJ rencana aksi yang tertuang didAlam 
dokumen ~ sesua1 dengan langgungjawabnya masing-masing dengan tet.ap 
cnemperhaukan koordlnasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin 
kcterpaduan pelaksanaannya. 

Penyusunan rencana a ksi dalam dokurncn Road Map ReformasJ Birokrasi 
Pemerint.ah Kabu patcn tahun 2019- 2021 di.lakukan dengan memperbatikan 
kebutuban, keinginan clan harapan para P"rnangku kepentingan. Meskipun 
rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail lrulgkah-langkah reformasi 
birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkab baru 
yang sifatnya stralegis dapat dit.ambahkan untuk menjawab berbagai 
permasalahao strategis yang harus dlpecahkan. Oleh karena iLu, fungsi 
monitoring dan cvaJuasi sangal prnting dalam upaya untuk terus mcla.kukan 
perbaikan berkelanjutan, Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim 
rcfonnasi birokrasi, sctiap SKPO/Unit Kcrja han1s terus n:1enerus berupaya 
untllk melRkukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewuJud.kan cujuan 

dan sasaran reformasi birokrasL 
Upaya reformasi birokrasi rnerupakan upaya yang barus d11akukan dengan 

penuh kesabamn, pengorbanan dan m<'Itlakan banyak waktu, namun harus 
dilakukan dan t:idak boleb ditunda. Kepen:A_yaan masyarakat tcrhadap 
Pemerintah Kabupatcn harus terus dibangun agar lercipla tata kelola 
pemerintahan vang bail<. Olch karena itu, seluruh jajaran Pcmerintah 
Kabupaten telah berkomiu:nen untuk melaksanakan rcrormasi b1rokrasi secara 

bersungguh-sungguh. 

. ' 
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Ditelapkan di Curup 
Pada langgal 1 AJovfmbtr 2019 

BUPATI RE.JANG LEBONG, 


